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ABSTRAK
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pengaturan hukum
mengenai transito narkotika menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika dan bagaimana pemberlakuan sanksi
pidana atas perbuatan melawan hukum dalam
melakukan transito narkotika menurut Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Pengaturan hukum mengenai transito narkotika
dan prekursor narkotika diatur menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, dan Peraturan menteri
kesehatan Republik Indonesia Nomor
168/Menkes/Per/Il/2005. Transito narkotika
harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat
Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari
pemerintah negara pengekspor dan dokumen
atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang
sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara pengekspor
dan pengimpor. 2. Pemberlakuan sanksi pidana
dapat dikenakan atas perbuatan melawan
hukum dalam melakukan transito narkotika dan
prekursor narkotika termasuk jenis-jenis
perbuatan lainnya yang berkaitan erat dengan
tindak pidana transito yang telah terbukti
secara sah menurut hukum dapat dikenakan
pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
pidana penjara dan pidana denda sesuai
dengan bentuk perbuatan pidana yang terbukti
dilakukan. Dalam hal tindak pidana dilakukan
oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari
pidana denda yang berlaku. Selain pidana
denda korporasi dapat dijatuhi pidana
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tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha;
dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
Kata kunci: Sanksi Pidana, Perbuatan Melawan
Hukum, Melakukan Transito Narkotika

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat
dunia pada umumnya, saat ini sedang
dihadapkan pada keadaan vyang sangat
mengkhawatirkan akibat semakin maraknya
pemakaian secara tidak sah bermacam-macam
narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini
semakin  dipertajam  akibat = meluasnya
peredaran gelap narkotika dan psikotropika
yang telah merebakdi segala lapisan
masyarakat, termasuk di kalangan generasi
muda. Hal ini akan sangat berpengaruh
terhadap kehidupan bangsa dan negara
selanjutnya, karenagenerasi muda adalah
penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa
mendatang.

Peningkatan peredaran gelap narkotika dan
psikotropika tidak terlepas dari kegiatan
organisasi-organisasi kejahatan transnasional
yang beroperasi di berbagai negara dalam
suatu jaringan kejahatan internasional. Karena
keuntungan vyangsangat besar, organisasi
kejahatan tersebut berusaha dengan segala
cara untuk mempertahankan dan
mengembangkan terus usaha peredaran gelap
narkotika  danpsikotropika dengan cara
menyusup, mencampuri, dan merusak struktur
pemerintahan, usaha perdagangan dan
keuangan yang sah serta kelompok-
kelompokberpengaruh dalam masyarakat.’

Di bidang ekspor dan impor narkotika dan
prekursor narkotika dikenal adanya istilah
transito  narkotika  yaitu  pengangkutan
Narkotika dari suatu negara ke negara lain
dengan melalui dan singgah di wilayah Negara
Republik Indonesia yang terdapat kantor
pabean dengan atau tanpa berganti sarana
angkutan, sebagaimana diartikan secara
normatif dalam Pasal 1 angka 12. Undang-

* Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan
United Nations Convention Against lllicit Traffic Innarcotic
Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan
Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988).
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Pengaturan hukum mengenai transito
narkotika perlu ditaati dan dilaksanakan oleh
semua pihak yang melakukan transito
narkotika. Apabila terjadi perbuatan-perbuatan
yang bertentangan dengan pengaturan hukum
mengenai transito narkotika atau perbuatan
melawan hukum dalam melakukan transito
narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, maka terhadap pihak pelaku dapat
diberlakukan ketentuan pidana.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum
mengenai transito narkotika menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana
atas perbuatan melawan hukum dalam
melakukan transito narkotika menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika ?

C. METODE PENELITIAN

Metode  penelitian  hukum  normatif
digunakan dalam menyusun penulisan ini dan
bahan-bahan hukum penunjang  yang
diperlukan  dikumpulkan melalui  studi
kepustakaan.

PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Mengenai Transito
Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Pasal 30. Setiap terjadi
perubahan negara tujuan ekspor Narkotika
pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan
setelah adanya persetujuan dari:

a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;

b. pemerintah negara pengimpor Narkotika;

dan

c. pemerintah negara tujuan perubahan

ekspor Narkotika.

Penjelasan Pasal 30. Ketentuan ini
menegaskan bahwa pada dasarnya dalam
transito Narkotika dilarang mengubah arah
negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan
tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa
(force majeur) sehingga harus dilakukan
perubahan negara tujuan, maka perubahan
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tersebut harus memenuhi syarat yang
ditentukan dalam ketentuan ini. Selama
menunggu pemenuhan persyaratan yang
diperlukan, Narkotika tetap disimpan di
kawasan pabean, dan tanggung jawab
pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea
dan Cukai.

Pasal 31. Pengemasan kembali Narkotika
pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan
terhadap kemasan asli  Narkotika vyang
mengalami kerusakan dan harus dilakukan di
bawah tanggung jawab pengawasan pejabat
Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas
Obat dan Makanan. Pasal 32 Ketentuan lebih
lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 31. Ketentuan ini
menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas
Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam
pengemasan kembali Narkotika pada Transito
Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemeriksaan.  Pasal 33.  Pemerintah
melakukan pemeriksaan atas kelengkapan
dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito
Narkotika.

Pasal 34 (1) Importir Narkotika dalam
memeriksa  Narkotika yang  diimpornya
disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan dan wajib melaporkan hasilnya
kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak tanggal diterimanya impor Narkotika di
perusahaan. (2) Berdasarkan hasil laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
menyampaikan  hasil penerimaan impor
Narkotika kepada pemerintah negara
pengekspor.

Sampai saat sekarang ini secara aktual,
penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang
mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.
Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk
dunia dapat dengan mudah mendapat
narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya
dari bandara/pengedar yang menjual di daerah
sekolah, diskotik dan tempat pelacuran. Tidak
terhitung banyaknya upaya pemberantasan
narkoba yang sudah dilakukan  oleh
pemerintah, namun masih susah untuk
menghingdarkan narkotika dan obat-obat
terlarang dari kalangan remaja mapun dewasa.
Menjadi bayangan yang telah terejawantahkan
dalam bentuk yang mengerikan di mana anak-
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anak pada usia sekolah dasar dan sekolah

menengah pertama sudah banyak vyang

menggunakan bahkan mambantu mengedarkan
atau memang mengedarkan/ menjual narkotika
dan obat-obat terlarang.”

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah
banyak upaya pemerintah untuk memberantas
penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang,
namun kasus-kasus tersangkut narkotika dan
obat-obat terlarang terus saja bermunculan.
Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa
unsur-unsur penggerak atau motivator utama
dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika
dan obat-obat terlarang ini adalah masalah
keuntungan ekonomis.’

Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang
tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling
favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan
apabila penjualan narkotika dan obat-obat
terlarang selalu meningkat setiap tahunnya
yang berbanding hampir sama dengan
pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-
obat terlarang.®

Peraturan menteri kesehatan Republik
Indonesia Nomor 168/Menkes/Per/Il/2005.
Pasal 16 ayat:

1. Transito prekursor harus dilengkapi dengan
dokumen persetujuan impor atau
persetujuan ekspor yang sah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Setiap perubahan Negara tujuan impor dan
ekspor prekursor pada transito,harus
mendapat  persetujuan dari  Direktur
Jenderal.

3. Ketentuan tentang tata cara memperoleh
persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17 ayat:

1. Pengemasan dan pengemasan kembali
prekursor pada transito hanya dapat
dilakukan pada prekursor dan kemasan
prekursor yang mengalami kerusakan.

2. Pengemasan dan pengemasan kembali
prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat

4Sujono A.R. dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
hal.3

 Ibid, hal. 4

® Ibid, hal. 4

(1) harus dilakukan dibawah pengawasan

Pejabat Bea dan Cukai.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Untuk mencegah dan memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus
operandinya semakin canggih, dalam Undang-
Undang ini juga diatur mengenai perluasan
teknik penyidikan penyadapan (wiretapping),
teknik pembelian terselubung (under cover
buy), dan teknik penyerahan yang diawasi
(controlled delevery), serta teknik penyidikan
lainnya guna melacak dan mengungkap
penyalahgunaan  dan peredaran  gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Sanksi Pidana Atas Perbuatan Melawan
Hukum Dalam Melakukan Transito
Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang  Narkotika, mengatur mengenai

Transito narkotika, mengatur mengenai sanksi

pidana berkaitan dengan transito narkotika.

Pasal 115 ayat:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum membawa, mengirim, mengangkut,
atau mentransito Narkotika Golongan |,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12
(dua belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah)  dan paling  banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar
rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito Narkotika
Golongan | sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon beratnya melebihi 5
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 120 ayat:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum membawa, mengirim, mengangkut,
atau mentransito Narkotika Golongan II,
dipidana dengan pidana penjara paling
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singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito Narkotika
Golongan |l sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram
maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).

Pasal 125 ayat:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum membawa, mengirim, mengangkut,
atau mentransito Narkotika Golongan llI,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito Narkotika
Golongan Ill sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram
maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Khusus berkaitan dengan tindak pidana
transito, berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang vyang dengan sengaja tidak

melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam, Pasal 115, Pasal 120, Pasal

125, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah). Pasal 132 ayat (1) Percobaan atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal

120, Pasal 125, pelakunya dipidana dengan

pidana penjara yang sama sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-

Pasal tersebut. Ayat (2) Dalam hal perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal
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Pasal 120, Pasal 125, dilakukan secara
terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda
maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (3)
Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati, pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20
(dua puluh) tahun.

Pasal 133 ayat (1) Setiap orang yang
menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu,
memberikan  kesempatan, = menganjurkan,
memberikan kemudahan, memaksa dengan
ancaman, memaksa dengan kekerasan,
melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak
yang belum cukup umur untuk melakukan
tindak pidana Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125,
dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua
puluh miliar rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang
menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu,
memberikan  kesempatan, = menganjurkan,
memberikan kemudahan, memaksa dengan
ancaman, memaksa dengan kekerasan,
melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak
yang belum cukup umur untuk menggunakan
Narkotika, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 144 ayat (1) Setiap orang yang
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan
pengulangan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 120, Pasal
125, pidana maksimumnya ditambah dengan
1/3 (sepertiga). Ayat (2) Ancaman dengan
tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan
pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Pasal
145. Setiap orang yang melakukan tindak
pidana Narkotika dan/atau tindak pidana
Prekursor Narkotika Pasal 115, Pasal 120, Pasal
125, di luar wilayah Negara Republik Indonesia
diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang
ini.
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Pasal 130 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal
113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal
117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal
125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan
oleh korporasi, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang
dapat dijatuhkan terhadap korporasi
berupa pidana denda dengan pemberatan
3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Selain  pidana denda  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Pasal 1 angka 21. Korporasi
adalah kumpulan terorganisasi dari orang
dan/atau kekayaan, baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi banyak memberikan kontribusi
bagi perkembangan suatu negara, terutama di
bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak
jarang menciptakan dampak negatif dari
aktivitas seperti pencemaran lingkungan,
memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh
dan penipuan. Oleh karenanya dampak
tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai
pengatur dan pengayom masyarakat harus
memberikan  perhatian dan  pengaturan
terhadap aktivitas korporasi tersebut.’

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum
perdata sebagai badan hukum (rechtpersoon).
Secara etimologis, kata korporasi berasal dari
kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti
kata-kata lainnya berakhiran dengan “tio”,
maka  korporasi sebagai kata benda
(substantium), berasal dari kata kerja
“corporare” yang banyak dipakai orang pada
abad pertengahan sesudah itu. “corporare” itu
sendiri berasal dari kata “corpus” yang berarti
memberikan badan atau membadankan.
Dengan demikian, “corporatio” adalah hasil dari
pekerjaan yang membadankan atau dengan
kata lain, badan yang dijadikan orang, badan
yang diperoleh dengan perbuatan manusia

"Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti,
Op.Cit, hal. 17-18.

sebagai lawan terhadap badan manusia yang
terjadi menurut alam.?

Korporasi merupakan istilah yang biasa
digunakan oleh para ahli hukum pidana dan
kriminologi untuk menyebut apa yang dalam
bidang hukum lain khususnya, hukum perdata,
sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa
Inggris disebut legal atau corporation. Arti
badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas
pertanyaan apakah subjek hukum itu?
Pengertian subjek hukum pada pokoknya
adalah manusia dan segala sesuatu vyang
berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat
yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak
dan kewajiban. Pengertian inilah yang
dinamakan badan hukum.’

Pada awalnya korporasi atau biasa
disebut sebagai perseroan perdata hanya
dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal
1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
disebutkan  bahwa korporasi  definisikan
sebagai: “perseroan perdata adalah suatu
persetujuan antara dua orang atau lebih, yang
berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam
perseroan, itu dengan maksud supaya
keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu
dibagi di antara mereka.™

Dengan demikian dapat kita simpulkan
bahwa korporasi juga termasuk badan hukum
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada
adanya suatu badan yang diberi status sebagai
subjek hukum, disamping subjek hukum yang
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon).
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak
munculnya fenomena-fenomena kejahatan
korporasi.'

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Pasal 131. Setiap orang yang
dengan sengaja tidak melaporkan adanya
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal
115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,
Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal
124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1),
Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana

8Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti,
Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi,
Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 11.

? Ibid.

1 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus,
Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 89.

" Ibid.
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dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau pidana denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132 ayat:

(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal
114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal
118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal
122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal
126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana
dengan pidana penjara yang sama sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Dalam  hal perbuatan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal
113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal
117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal
125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan
secara terorganisasi, pidana penjara dan
pidana denda maksimumnya ditambah 1/3
(sepertiga). (3) Pemberatan pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi tindak pidana yang diancam
dengan pidana mati, pidana penjara
seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua
puluh) tahun.

Pasal 133 ayat:

(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi
atau menjanjikan sesuatu, memberikan

kesempatan, menganjurkan, memberikan
kemudahan, memaksa dengan ancaman,
memaksa dengan kekerasan, melakukan
tipu muslihat, atau membujuk anak yang
belum cukup umur untuk melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,
Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121,
Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,
Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

rupiah) dan paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).
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(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi
atau menjanjikan sesuatu, memberikan
kesempatan, menganjurkan, memberikan
kemudahan, memaksa dengan ancaman,
memaksa dengan kekerasan, melakukan
tipu muslihat, atau membujuk anak yang
belum cukup umur untuk menggunakan
Narkotika, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 144 (1) Setiap orang yang dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan
pengulangan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal
113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal
122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126,
Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal
129 pidana maksimumnya ditambah dengan
1/3 (sepertiga). (2) Ancaman dengan tambahan
1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana
yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20
(dua puluh) tahun. Pasal 145 Setiap orang yang
melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau
tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal
113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal
122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126,
Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal
129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia
diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang
ini.

Pemberlakuan sanksi pidana atas perbuatan
melawan hukum dalam melakukan transito
narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam
pelaksanaannya perlu diterapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
guna mencegah dan memberantas tindak
pidana narkotika dan precursor narkotika.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai transito
narkotika dan prekursor narkotika diatur
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menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, dan Peraturan
menteri kesehatan Republik Indonesia
Nomor 168/Menkes/Per/Il/2005. Transito
narkotika harus dilengkapi dengan dokumen
atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika
yang sah dari pemerintah  negara
pengekspor dan dokumen atau Surat
Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari
pemerintah negara pengimpor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vyang berlaku di negara
pengekspor dan pengimpor.

Pemberlakuan  sanksi  pidana  dapat
dikenakan atas perbuatan melawan hukum
dalam melakukan transito narkotika dan
prekursor narkotika termasuk jenis-jenis
perbuatan lainnya yang berkaitan erat
dengan tindak pidana transito yang telah
terbukti secara sah menurut hukum dapat
dikenakan pidana mati, pidana penjara
seumur hidup, pidana penjara dan pidana
denda sesuai dengan bentuk perbuatan
pidana yang terbukti dilakukan. Dalam hal
tindak pidana dilakukan oleh korporasi,
selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana
denda yang berlaku. Selain pidana denda
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

B. Saran

1.

Pengaturan hukum mengenai transito
narkotika dan prekursor narkotika
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam
pelaksanaannya memerlukan  dukungan
pengawasan dan penindakan yang efektif
dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, aparatur hukum yang telah diberi
kewenangan oleh peraturan perundang-
undangan. Diperlukan  upaya  untuk
melibatkan peran serta masyarakat dalam
melaporkan bentuk-bentuk perbuatan yang
dapat digolongkan sebagai tindak pidana
berkaitan dengan transito narkotika.

Sanksi pidana yang diberlakukan atas
perbuatan melawan hukum dalam
melakukan transito narkotika dan prekursor

narkotika atau jenis-jenis perbuatan lainnya
yang berkaitan erat dengan tindak pidana
transito, perlu diterapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku guna mencegah agar tindak terjadi
lagi bentuk-bentuk tindak pidana transito
narkotika dan prekursor narkotika.
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